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Abstrak: Meningkatnya pemanfaatan sistem kerja kontrak (PKWT) di Indonesia seringkali menimbulkan 
perdebatan soal ketidakseimbangan hak dan perlindungan hukum bagi para pekerja dibandingkan dengan 
karyawan tetap. melalui Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 seharusnya para pekerja kontrak mendapatkan hak 
untuk berkarir serta menerima kompensasi dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip keadilan distributif diterapkan dalam hubungan kerja 
berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan merumuskan sebuah model hubungan kerja yang lebih adil. 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis sumber data dari 
literatur sekunder seperti jurnal akademik dan buku hukum. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan 
bahwa perlindungan hukum untuk pekerja kontrak saat ini masih bersifat normatif dan belum mencapai 
substansi yang diinginkan, disebabkan karena lemahnya pengawasan dan dominasi kepentingan efisiensi 
biaya perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada kebutuhan untuk membangun kembali model 
hubungan kerja yang merubah pandangan terhadap pekerja kontrak, agar tidak hanya dipandang sebagai 
alat produksi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusi untuk menerima perlakuan 
dan imbalan yang adil serta layak. 
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Pendahuluan 

Pada zaman persaingan global yang kian sengit, perusahaan tidak hanya perlu unggul dalam 
hal teknologi, tetapi juga harus memiliki tenaga kerja yang terampil, inovatif, dan bersaing di 
sektor mereka. Karyawan menjadi elemen krusial dalam pencapaian sasaran perusahaan, oleh 
karena itu manajemen harus memaksimalkan peran mereka untuk meningkatkan kinerja serta 
daya saing. Salah satu metode efisiensi yang sering digunakan adalah penerapan sistem kerja 
kontrak, yang dianggap memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan mengurangi biaya 
operasional. Namun, pendekatan ini memunculkan perdebatan karena dianggap merugikan 
karyawan, terutama terkait dengan perbedaan perlakuan antara pekerja kontrak dan karyawan 
tetap, di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat. (Dalimunthe dkk, 2025) 

Fenomena yang terjadi terkait meningkatnya penggunaan sistem kontrak kerja di Indonesia 
dalam beberapa tahun belakangan ini telah menjadi fokus utama dalam dunia ketenagakerjaan. 
Banyak perusahaan memutuskan untuk memanfaatkan pekerja kontrak guna menekan biaya 
tetap dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini 
menyebabkan peningkatan jumlah pekerja kontrak di berbagai sektor industri, mulai dari 
manufaktur sampai layanan. Sistem kontrak kerja memberikan kesempatan bagi perusahaan 
untuk memperbaharui hubungan kerja dengan karyawan berdasarkan jangka waktu tertentu, 
namun seringkali menimbulkan isu mengenai perlindungan hukum untuk pekerja kontrak yang 
kerap kali tidak menerima hak-hak setara dengan karyawan tetap. Fenomena ini memerlukan 
perhatian lebih dalam hubungannya dengan kesejahteraan pekerja serta kepatuhan terhadap 
regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. (Salsabila dkk, 2025) 

Bekerja merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia, yang diatur dalam 
undang-undang dasar. Hak yang diamanatkan secara konstitusi ini sebenarnya adalah hak asasi 
manusia, yang dianggap melekat pada setiap orang sejak lahir hingga menghembuskan napas 
terakhir, karena setiap orang adalah makhluk ciptaan Tuhan. (Budiyono, 2021) Dalam Pasal 28 D 
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ayat (2) UUD 1945 tercantum, "Setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan 
kompensasi serta perlakuan yang adil dan pantas dalam konteks pekerjaan." (Pasal 28D (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Aturan-aturan ini juga berfungsi 
sebagai landasan hukum bagi perlindungan hak atas hukum bagi warga negara Indonesia, 
termasuk juga bagi para pekerja. 

Meskipun bekerja merupakan hak asasi manusia dan secara konstitusi telah mendapatkan 
perlindungan hukum, kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu menunjukkan 
keselarasan antara keduanya. Pada tingkat empiris, dinamika dan permasalahan ini mengungkap 
adanya masalah hukum yang berkaitan dengan interaksi antara pekerja dan pengusaha, yang 
ternyata banyak terjadi. Bahkan, hubungan antara pekerja dan pengusaha sering mengalami 
tarik-menarik, di mana masing-masing pihak sering kali merasa sebagai korban dari tekanan dari 
pihak lain. Pekerja sering kali merasa menjadi korban dari tekanan pemodal yang diduga bekerja 
sama dengan pihak berkuasa, sementara pengusaha sering kali merasa tertekan oleh gerakan 
buruh yang kerap kali berujung pada tindakan anarkis. (Ahmad & Omara, t.th) 

Pada intinya, perlindungan hukum untuk pekerja yang memiliki kontrak atau yang terikat 
dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimulai dari adanya suatu kesepakatan kerja. 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan suatu bentuk perjanjian antara karyawan 
atau buruh dengan majikan untuk membangun hubungan kerja dalam jangka waktu yang spesifik 
atau untuk jenis pekerjaan tertentu. Perlindungan hukum bagi pekerja dalam skema PKWT pada 
dasarnya bermula dari adanya perjanjian tersebut, dengan tujuan untuk memberikan kepastian 
hukum serta perlindungan bagi kedua pihak. Namun, implementasi perlindungan hukum bagi 
pekerja PKWT tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena pemenuhan hak-hak 
pekerja, khususnya bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja masih belum 
sepenuhnya terpenuhi secara maksimal. (Makadolang dkk, 2024) 

Maka dari itu, kami ingin membahas beberapa masalah, Pertama bagaimana konsep keadilan 
distributif dapat diterapkan dalam hubungan kerja agar perlindungan hukum bagi pekerja 
kontrak semakin baik, sesuai dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kedua Sejauh 
manakah implementasi regulasi ketenagakerjaan saat ini mampu mewujudkan prinsip keadilan 
distributif dalam hubungan kerja bagi pekerja kontrak. Ketiga Bagaimanakah rekonstruksi model 
hubungan kerja yang berbasis pada keadilan distributif guna mengoptimalkan perlindungan 
hukum bagi pekerja kontrak di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk, Pertama 
mencari seberapa jauh prinsip hak atas pekerjaan, imbalan, serta perlakuan yang adil dan layak 
telah diterapkan dalam praktik hubungan kerja pekerja kontrak. Kedua Menganalisis seberapa 
efektif penerapan prinsip keadilan distribusi dalam peraturan ketenagakerjaan yang mengatur 
sistem kerja berkontrak di Indonesia. Ketiga Merumuskan gagasan rekonstruksi hukum terkait 
perlindungan pekerja kontrak yang lebih adaptif dan berkeadilan.  

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta 
pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis fenomena perlindungan pekerja kontrak di 
Indonesia (Novianti, 2024). Sumber data penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan 
(library research) dengan menelaah secara sistematis literatur yang relevan dan otoritatif, 
meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum yang berkaitan 
dengan isu ketenagakerjaan (Novianti, 2023). Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara 
induktif guna menghasilkan temuan yang sistematis, faktual, dan mendalam sesuai dengan tujuan 
penelitian (Novianti, 2020). Pendekatan studi pustaka dipilih karena tujuan utama penelitian 
adalah mengeksplorasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja kontrak melalui 
kajian berbagai sumber literatur. Melalui metode ini, peneliti mengevaluasi konsep-konsep 
penting seperti ketimpangan upah, sistem peradilan pekerja kontrak, serta teori-teori yang 
relevan sebagaimana dikemukakan dalam jurnal akademik, buku, dan artikel ilmiah. Sebagian 
besar sumber data yang digunakan merupakan literatur sekunder yang dipilih secara selektif 
karena mampu memberikan pemahaman mendalam serta memperkaya konteks penelitian 
dengan perspektif teoretis yang telah berkembang. 
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Hasil dan Pembahasan 
Penerapan Prinsip Keadilan Distribusi dalam Keterkaitan Kerja untuk Pekerja Kontrak 
 Prinsip keadilan distribusi dalam konteks pekerjaan memerlukan pengalokasian hak dan 
tanggung jawab dalam hubungan ketenagakerjaan secara seimbang dan adil, sesuai dengan 
sumbangan tenaga kerja, bukan semata-mata bergantung pada status pekerja kontrak atau 
permanen. Ini sejalan dengan prinsip konstitusi Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang 
menegaskan bahwa setiap individu mempunyai hak atas pekerjaan serta memperoleh imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam sebuah hubungan kerja. Menempatkan prinsip keadilan 
distribusi sebagai landasan normatif dalam hubungan kerja menunjukkan bahwa negara dan 
pelaku bisnis memiliki kewajiban untuk menjamin keadilan secara substantif, termasuk dalam hal 
kesetaraan penghasilan, jaminan sosial, serta perlindungan kerja yang pantas bagi pekerja kontrak, 
sesuai dengan teori keadilan distribusi yang sering dibahas dalam berbagai kajian filosofis dan 
hukum tentang kontrak distribusi. (Triasmono dkk, 2025) 

Dalam dunia kerja, keadilan dalam distribusi dapat diimplementasikan melalui sejumlah unsur 
perlindungan, termasuk pengupahan yang setara untuk jenis pekerjaan yang sama dan memiliki 
nilai yang setara, peluang yang adil untuk jaminan sosial, serta kepastian dalam menjalankan hak-
hak normatif. Contohnya, apabila pekerja kontrak menunjukkan tingkat produktivitas dan 
tanggung jawab yang sebanding dengan pekerja tetap, maka kompensasi dan tunjangan 
seharusnya mencerminkan kontribusi mereka, bukan hanya memperkokoh fleksibilitas dalam 
pasar kerja. Temuan dari penelitian di bidang ketenagakerjaan menunjukkan bahwa 
ketidakseimbangan dalam posisi tawar dalam kontrak kerja seringkali menempatkan pekerja 
dalam keadaan yang rentan, yang akhirnya menghalangi mereka untuk mendapatkan hak dasar 
atas perlakuan yang adil. (Noviana, 2022) 
 Namun, hasil kajian hukum menunjukkan bahwa penerapan keadilan distribusi dalam 
hubungan kerja masih mengalami banyak hambatan yang signifikan. Proses penyusunan kontrak 
kerja yang dilakukan secara sepihak tanpa memberikan kesempatan bagi pekerja untuk 
bernegosiasi, lemahnya pengawasan terkait ketenagakerjaan, serta dorongan kebijakan yang lebih 
memfokuskan pada efisiensi biaya perusahaan menjadi faktor utama yang menghalangi 
tercapainya perlindungan hukum yang adil bagi para pekerja kontrak. Ketidaksetaraan semacam 
ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan resmi telah mengatur hak-hak pekerja kontrak, 
pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan distribusi yang 
diamanatkan oleh UUD 1945, sehingga perlindungan hukum yang ada bersifat normatif namun 
belum mencapai substansi yang diharapkan. (Azis dkk, 2019) 

 
Implementasi Regulasi Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan Prinsip Keadilan Distributif 

bagi Pekerja Kontrak 

 Penerapan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia secara resmi telah menyediakan dasar legal 
untuk perlindungan bagi tenaga kerja kontrak melalui beragam peraturan, termasuk ketentuan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan beserta regulasi 
pendukungnya. Aturan ini mencakup hak untuk menerima upah, jaminan sosial, dan ketentuan 
mengenai batas waktu penggunaan PKWT, yang seharusnya secara teori memberikan jaminan 
perlindungan hukum bagi pekerja kontrak. Akan tetapi, studi empiris menunjukkan bahwa 
penerapan perlindungan ini masih belum mencapai hasil yang optimal di banyak sektor industri, 
di mana keadaan di lapangan masih mencerminkan praktik ketenagakerjaan yang tidak 
sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan distributif, yakni pembagian hak dan keuntungan 
yang adil berdasarkan kontribusi kerja, dan bukan semata-mata berdasarkan status kontrak. Hasil 
ini juga terungkap dalam penelitian mengenai penerapan perlindungan hukum bagi pekerja 
kontrak yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan untuk PKWT belum sepenuhnya 
sesuai dengan ketentuan yang ada dan rasa keadilan di lapangan. (Sari, 2025) 
 Dalam kenyataannya, masalah dalam penerapan undang-undang ketenagakerjaan sering kali 
muncul akibat perbedaan perlakuan bagi karyawan kontrak dan karyawan tetap, khususnya yang 
berkaitan dengan gaji, manfaat, dan akses terhadap fasilitas kesejahteraan. Penelitian 
menunjukkan bahwa banyak organisasi masih mengesampingkan hak-hak dasar karyawan 
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kontrak, seperti kesetaraan gaji dan perlindungan sosial, meskipun telah diatur dengan jelas dalam 
berbagai peraturan. Selain itu, regulasi baru seperti UU Cipta Kerja turut menciptakan perdebatan 
mengenai pengaturan PKWT, yang berakibat pada berkurangnya perlindungan hukum bagi 
karyawan kontrak, misalnya dengan menghapus beberapa batasan dan penetapan status kerja 
kontrak. Situasi ini menggambarkan bahwa undang-undang yang ada belum memberikan dampak 
yang efektif pada kesejahteraan karyawan kontrak, sehingga prinsip keadilan distribusi masih 
belum terpenuhi secara sebenar. (Hidayati dkk, t.th) 
 Faktor lain yang menghambat pelaksanaan regulasi adalah lemahnya pengawasan dan 
penegakan hukum ketenagakerjaan pada tingkat operasional. Banyak pelanggaran terhadap 
ketentuan PKWT tidak teridentifikasi atau tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak 
berwenang, sehingga hak-hak pekerja sering kali diabaikan oleh pengusaha yang ingin 
meningkatkan efisiensi tanpa memperhatikan tanggung jawab hukum secara menyeluruh. Studi 
empiris lainnya menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum bagi upah pekerja kontrak 
di tingkat daerah juga mengalami kendala, seperti kurangnya peran dinas ketenagakerjaan lokal 
dalam memastikan hak atas upah yang adil. Akibatnya, keberadaan regulasi ketenagakerjaan saat 
ini belum dapat sepenuhnya menciptakan prinsip keadilan distributif dalam hubungan kerja bagi 
pekerja kontrak, sehingga perlindungan hukum yang ada masih bersifat normatif dan belum 
substantif. (Manurung dkk, 2025) 

 
Rekonstruksi Model Hubungan Kerja Berbasis Keadilan Distributif untuk Optimalisasi 

Perlindungan Pekerja Kontrak 

Rekonstruksi model koneksi pekerjaan yang berlandaskan keadilan distributif adalah sebuah 
kebutuhan fundamental untuk menangani ketidaksetaraan perlindungan hukum yang selama ini 
dialami oleh pekerja kontrak. Model koneksi pekerjaan yang eksis saat ini masih terlihat lebih 
mengutamakan fleksibilitas dan efisiensi ekonomi sebagai tujuan utama, sehingga perlindungan 
terhadap hak-hak pekerja kontrak sering kali bersifat minim dan formal. Dalam sudut pandang 
keadilan distributif, hubungan kerja seharusnya dibangun di atas dasar pembagian hak dan 
kewajiban yang seimbang, proporsional, serta beradab, dengan menjadikan Pasal 28D ayat (2) 
UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar normatif yang utama. Rekonstruksi ini mendesak adanya 
perubahan perspektif bahwa pekerja kontrak bukan hanya sebagai alat produksi, tetapi sebagai 
subjek hukum yang memiliki hak konstitusi untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil 
serta layak. (Manurung dkk, 2025) 

Model kerja yang diperbaharui perlu menekankan keterbatasan dalam penerapan sistem kerja 
kontrak yang harus dilakukan dengan bijak dan tegas, khususnya agar tidak digunakan untuk 
pekerjaan yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Selain itu, prinsip kesetaraan gaji untuk pekerjaan 
yang serupa dan bernilai sama wajib menjadi acuan dalam sistem remunerasi, tanpa membedakan 
berdasarkan status hubungan kerja. Perubahan ini juga harus mencakup penguatan hak-hak 
pekerja dengan sistem kontrak dalam hal perlindungan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, 
serta akses terhadap fasilitas kesejahteraan yang setara. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian 
akademis yang menunjukkan bahwa keadilan distribusi dalam hubungan kerja hanya bisa tercapai 
jika pembagian keuntungan kerja didasarkan pada kontribusi dan kebutuhan pekerja, bukan hanya 
pada kepentingan perusahaan. (Azis dkk, 2019) 

Selanjutnya, pembentukan kembali model hubungan kerja yang berlandaskan keadilan 
distributif perlu disertai dengan peningkatan posisi negara sebagai pelindung dan penjamin hak-
hak para pekerja. Negara seharusnya tak hanya berfungsi sebagai penyusun aturan, namun juga 
sebagai pengawas sekaligus penegak hukum ketenagakerjaan yang handal. Peningkatan sistem 
pengawasan, penegakan sanksi yang tegas untuk pelanggaran, serta perluasan akses bagi pekerja 
kontrak terhadap prosedur penyelesaian konflik dalam hubungan industrial menjadi elemen 
penting dalam pembentukan kembali tersebut. Dengan cara ini, keadilan distributif tidak hanya 
berada pada tingkat norma, melainkan juga terwujud secara konkret dalam praktik hubungan 
kerja, sehingga mampu menciptakan hubungan industrial yang adil, seimbang, dan berkelanjutan 
(Mahayuda, 2025) 
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Simpulan 

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan 
distribusi dalam konteks pekerjaan menjadi dasar krusial untuk memperkuat perlindungan 
hukum bagi karyawan kontrak sesuai dengan instruksi Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 
Keadilan distribusi mengharuskan adanya alokasi hak, kewajiban, dan manfaat kerja secara adil 
sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pekerja, bukan hanya berdasarkan 
status pekerjaan. karyawan kontrak secara normatif dan konstitusional berhak mendapatkan 
perlakuan, remunerasi, serta jaminan perlindungan yang adil dan layak, setara dengan karyawan 
tetap, jika mereka melaksanakan tugas dengan nilai dan beban kerja yang sebanding. 

Selanjutnya, penerapan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku saat ini menunjukkan bahwa 
masih ada kekurangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja kontrak, yang 
belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distribusi. Meskipun telah ada sejumlah aturan 
yang mengatur isu-isu seperti upah, jaminan sosial, dan batasan waktu kerja untuk kontrak, 
implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada banyak tantangan, seperti kurangnya 
pengawasan, lemahnya penegakan hukum, serta dominasi kepentingan efisiensi ekonomi 
perusahaan. Oleh karena itu, peraturan yang normatif ini belum berhasil memberikan 
perlindungan yang nyata dan belum sepenuhnya menyelesaikan ketidakadilan dalam hubungan 
kerja yang dirasakan oleh pekerja kontrak. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan mendasar terhadap model hubungan kerja yang 
berfokus pada keadilan distribusi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja kontrak 
di Indonesia. Perubahan ini memerlukan suatu pergeseran perspektif yang melihat pekerja 
kontrak sebagai individu hukum yang memiliki hak yang diatur oleh konstitusi, bukan sekadar 
komponen produksi. Di samping itu, pemerintah harus memperkuat fungsinya sebagai pelindung 
melalui pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang konsisten, dan pembatasan terhadap 
penerapan sistem kerja kontrak dengan cara yang seimbang. Dengan cara ini, keadilan distribusi 
tidak hanya akan tetap sebagai norma hukum, tetapi akan terwujud secara konkret dalam praktik 
hubungan kerja yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan. 
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